
dengan cara daring, namun cara ini tentunya cukup tidak efektif

terutama bagi mereka yang tidak terlalu menguasai teknologi bahkan

bagi mereka yang tidak memiliki telepon genggam ataupun laptop.

Faktor lain yang menyebabkan kegiatan secara daring tidak begitu

efektif ialah adanya keterlambatan sinyal serta adanya salah paham

karena tidak mengerti dengan jelas mengenai hal-hal yang disampaikan

oleh orang lain. Hal ini dapat merugikan bagi mereka yang menjadi

korban tindak pidana karena disaat mereka membutuhkan layanan

hukum yang biasanya dengan mudah di dapat namun saat ini mereka

harus berusaha lebih agar bisa mendapatkan layanan hukum tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang

Menurut Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa.48 Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.49

Gambar 1. Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang.

49 Ibid.

48 Hasil wawancara dengan Bapak Asmara Dian Kusuma mewakili Kepala Dinas, selaku Kasubbag
Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota semarang,
pada 28 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.
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Sumber : DP3A Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang berlokasi di Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota

Semarang, Jawa Tengah. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Semarang No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Semarang. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Semarang, lembaga yang berwenang dalam

melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.50

Berikut merupakan dasar hukum, tugas pokok, fungsi, visi misi, dan

susunan organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang:

a. Dasar Hukum

50 DP3A Kota Semarang, loc. cit.
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Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta layanannya, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

memiliki beberapa dasar hukum sebagai berikut:51

1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan

2) Surat Keputusan Nomor 800/1363/2018 Tentang Penetapan Daftar

Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang.

b. Tugas Pokok

Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang menyebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah.

c. Fungsi
51 Ibid.
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang selain menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal

4 juga menyelenggarakan fungsi yaitu:52

1) Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;

3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program

kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan

Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan

Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data

Informasi dan UPTD;

4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam

tanggungjawabnya;

5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;

6) Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

52 Ibid.
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7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak;

8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak

Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

9) Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender,

Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan

dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

dan UPTD;

11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

d. Visi Misi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam

mencapai target Program Pengarasutamaan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak melalui visi Kota Semarang sebagai

berikut: Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat
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Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka

Tunggal Ika.53

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang juga mempunyai misi untuk mendukung pembangunan

jangka menengah dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah). Adapun misinya adalah sebagai berikut:54

1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang

Unggul dan Produktif untuk mencapai kesejahteraan;

2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan

stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi

berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;

3) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan

hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi bagi

masyarakat secara berkeadilan;

4) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan

untuk mendukung kemajuan kota;

5) Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan

menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

54 Ibid

53 Hasil wawancara dengan Bapak Asmara Dian Kusuma mewakili Kepala Dinas, selaku Kasubbag
Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota semarang,
pada 28 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

43



e. Susunan Organisasi

Pada umumnya setiap lembaga pemerintahan baik dalam skala

nasional maupun daerah pastinya memiliki susunan organisasi

masing-masing sesuai dengan Tupoksinya. Bapak Asmara Dian Kusuma

menyampaikan untuk susunan organisasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang diatur dalam Pasal 3

Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang, terdiri dari:55

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat, membawahi:

(a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

(b) Subbagian Keuangan dan Aset; dan

(c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender,

membawahi:

(a) Seksi Pengarustamaan jender;

(b) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; dan

(c) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi:

55 Ibid.
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(a) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

(b) Seksi Pengasuhan dan Lingkungan; dan

(c) Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

5) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:

(a) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

(b) Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; dan

(c) Seksi Jejaringan Perlindungan Perempuan dan Anak.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, membawahi:

(a) Seksi Perkembangan Kelurahan;

(b) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi

Tepat Guna; dan

(c) Seksi Data dan Informasi.

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Kota Semarang Tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 2. Kegiatan Pembentukan dan Sosialisasi JPPA di Kelurahan
Lempongsari
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Sumber: DP3A Kota Semarang, 2022

2. Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang Pada Masa Pandemi COVID-19

a. Pengembangan Aplikasi Pemenuhan Hak Anak Tingkat Kota

Pengembangan aplikasi pemenuhan hak anak ini sebagai upaya

inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang bersama dengan lembaga masyarakat

dan media agar anak-anak khususnya anak yang menjadi korban

kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya bisa terpenuhi hak-haknya.

Situasi masa pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan DP3A dalam

memberikan program yang bisa menjadi langkah awal menuju kota

semarang sebagai kota layak anak (KLA). Dengan adanya aplikasi ini
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Dinas terkait bisa memantau dan memperhatikan kondisi anak-anak yang

sedang mengalami pemulihan di panti asuhan. 56

b. Mengadakan Gerakan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pandemi COVID-19 ini ternyata tidak mengurangi kasus

kekerasan terhadap anak, dibutuhkan strategi perlindungan serta

pemenuhan hak bagi anak-anak khususnya di Kota Semarang. DP3A

Kota Semarang bersama dengan yayasan lainnya saling bekerja sama

untuk mewujudkan program ini agar terciptanya lingkungan yang aman

dan ramah bagi anak di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gerakan ini sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar lebih

menyadarkan bahwa kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga

khususnya kepada anak-anak akan membawa dampak yang sangat buruk

bagi kesehatan psikologi anak tersebut.57

c. Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melakukan fungsi

Dari sekian banyak program yang dilakukan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk

mengembalikan atau memulihkan korban tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga, hal terpenting ialah bagaimana meresosialisasi korban agar

dapat kembali keadaan semula, korban dapat kembali melakukan

57 Ibid.
56 DP3A Kota Semarang, loc. cit
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fungsinya didalam masyarakat serta korban bisa hidup didalam

masyarakat tanpa adanya rasa traumatis.

3. Data Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada

Masa Pandemi COVID-19 di Kota Semarang

Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah

perkotaan masih sering terjadi. Terlebih pada saat ini dalam masa pandemi

COVID-19, masyarakat lebih menghabiskan waktunya di rumah.58 Dari

hasil wawancara bersama bapak Herry Susanto selaku seksi data dan

informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang beliau berpendapat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu

faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga di Kota Semarang serta disusul juga faktor lainnya seperti

tingkat Pendidikan yang rendah dan lingkungan sosial yang kurang

mendukung. Berikut merupakan data anak korban kekerasan dalam rumah

tangga mulai dari tanggal 1 Januari 2018 hingga tanggal 31 Desember

2021:

Tabel Grafik 1. Data Anak Korban KDRT Kota Semarang 1 Januari 2018 –
31 Desember 2021

58 Ayo Jakarta.Com, “Masa Pandemi, KDRT di Semarang Capai 45 Kasus”, Online, Internet.
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Menurut Bapak Herry Susanto sebagai seksi data dan informasi,

beliau juga memberikan pendapatnya bahwa kasus kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) yang terjadi pada anak-anak dan tidak melapor ke Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

sangat banyak, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini

membuat orang yang melapor makin berkurang.

Kalau melihat data kasus kekerasan di pandemi saat ini mengalami
penurunan. Banyak hal yang menyebabkan angka kekerasan dalam
rumah tangga yang dialami oleh anak menurun saat pandemi ini,
seperti korban tidak berani keluar rumah atau melaporkan ke pihak
berwajib dan lain-lain.59

59 Hasil wawancara dengan Bapak Herry Susanto, selaku Seksi Data dan Informasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota semarang, pada 17 Januari 2022, pukul 10.00
WIB
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Dari hasil wawancara bersama bapak Herry Susanto selaku seksi

data dan informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang beliau berpendapat bahwa faktor ekonomi menjadi

salah satu faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga di Kota Semarang serta disusul juga faktor lainnya

seperti tingkat Pendidikan yang rendah dan lingkungan sosial yang kurang

mendukung.

4. Contoh Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

Ditangani Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang

Pada tahun 2019 ada anak laki-laki bernama Siro (nama samaran)

berusia 14 tahun yang hidup hanya bersama dengan ayahnya. Orang tua

Siro telah lama bercerai dan saat ini ibu Siro tinggal di daerah Jakarta. Siro

dan ayahnya tinggal di daerah Tembalang. Suatu ketika Siro sedang

bermain futsal bersama dengan teman sekolahnya tidak jauh dari rumah.

Saat Siro diajak bermain futsal, Siro tidak berpamitan dengan ayahnya

dikarenakan ayahnya belum pulang kerja. Akhirnya Siro pergi bermain

tanpa berpamitan.

Saat ayahnya telah sampai dirumah, ia merasa kaget karena

dirumah tidak ada orang. Maka ayah Siro pergi keluar untuk mencari

anaknya. Setelah dicari dan bertemu dengan Siro di lapangan futsal tidak
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jauh dari rumah nya, sang ayah mengajak Siro untuk keluar dari lapangan

futsal dan memarahi Siro. Karena emosi yang sudah meningkat maka ayah

Siro menghajar dia. Saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat namun

ada kamera pengawas ditempat futsal tersebut yang merekam kejadian.

Pemilik futsal yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan

kepada pihak kepolisian. Dari bukti kamera pengawas, polisi berhasil

menahan ayah Siro. Siro yang masih kaget dan trauma atas kejadian yang

menimpanya belum mau memberikan kronologi kejadian tersebut. Saat ada

kejadian ini pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang melalui bidang perlindungan perempuan dan anak langsung

mengamankan anak korban tersebut. selama proses pemeriksaan

kepolisian, Siro anak yang menjadi korban kekerasan oleh ayah kandung

sendiri mendapatkan penanganan dari DP3A Kota Semarang mulai dari

pemeriksaan ke rumah sakit, lalu memberikan penanganan psikologis bagi

anak tersebut serta memenuhi hak-hak anak pada umumnya.

Dalam kasus ini anak yang menjadi korban tidak mau melaporkan

kepada kepolisian, hal ini dikarenakan ia takut kalau ayahnya akan

dipenjara dan ia akan menjadi yatim piatu. Dinas terkait sudah mencoba

mencari ibu kandung dari korban, namun saat ibu kandung korban diminta

sebagai saksi sekaligus pelapor, ibu kandung anak ini tidak mau dan

menolak. Alasannya ia sudah lama tidak merawat anaknya sendiri dan

sudah lama berpisah dengan mantan suaminya ini.
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Kalau menurut data untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) yang dilaporkan ke pihak kepolisian itu masih sangat
sedikit, namun kasus yang belum dilaporkan itu masih sangat
banyak, faktor utamanya adalah korban tidak berani melapor ke
kepolisian karena pelaku masih dalam satu rumah atau anggota
keluarganya sendiri.60

Akhirnya pelaku dibebaskan dan sudah mendapatkan rehabilitasi,

sedangkan Siro masih dalam proses pemulihan diri di panti asuhan yang

bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang.61

B. Pembahasan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi

COVID-19

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kota Semarang berperan penting sebagai lembaga pemerintahan untuk

menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak melalui Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

61 Ibid.

60 Hasil wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota semarang, pada 21 Maret
2022, pukul 10.00 WIB
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Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang.62

Pembahasan ini akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

telah melakukan perannya dalam memberikan pemenuhan hak anak korban

KDRT yang meliputi beberapa program diantaranya yakni:

a. Pengembangan Aplikasi Pemenuhan Hak Anak Tingkat Kota

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya program

pengembangan aplikasi hak anak ini merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang bersama dengan lembaga masyarakat dan media yang

bertujuan untuk mengembangkan teknologi agar masyarakat dapat

dengan mudah mendapatkan akses layanan tentang pemenuhan hak

anak. Sebelum adanya pandemi COVID-19 aplikasi ini belum dibentuk

karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang masih dengan mudah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang apa saja hak anak yang harus terpenuhi dan

melakukan pengawasan dibeberapa tempat di Kota Semarang.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya aplikasi pemenuhan

hak anak di tingkat kota akan semakin mempermudah mengakses

sumber informasi yang ditawarkan oleh Dinas Pemberdayaan

62 DP3A Kota Semarang, loc. cit.
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang kepada masyarakat

khususnya yang ada di Kota Semarang. Seperti pada kasus Siro yang

menjadi korban kekerasan, ia harus kembali mendapatkan hak anak

yang semestinya ia dapatkan dengan hadirnya aplikasi pemenuhan hak

anak kita bisa ikut memantau sekaligus melihat perkembangannya.

Untuk sementara waktu layanan ini bisa diakses kedalam website Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Nantinya layanan ini akan mendapatkan aplikasi yang bisa di unduh

melalui platform yang ada di playstore. Program kerja ini sesuai dengan

Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diwujudkan melalui upaya daerah membangun
kabupaten/kota layak Anak.

b. Mengadakan Gerakan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Program ini pada dasarnya merupakan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai gerakan stop kekerasan terhadap perempuan dan
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anak. Tujuan dari dibentuknya program ini adalah untuk mendorong

terciptanya relasi yang aman antara kaum perempuan dan juga

anak-anak, mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam

perdamaian dan pencegahan kekerasan, serta memberikan ruang

kesempatan bagi perempuan serta anak untuk melakukan kegiatan tanpa

rasa takut. DP3A Kota Semarang bersama dengan yayasan lainnya

saling bekerja sama untuk mewujudkan program ini agar terciptanya

lingkungan yang aman dan ramah bagi anak di 10 kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah. Gerakan ini sebagai bentuk pencegahan dan

perlindungan dari adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal

ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melakukan fungsi

Menurut penulis hal terbaik yang bisa dilakukan untuk

mengembalikan kepercayaan diri korban dengan meresosialisasi agar

korban dapat kembali melakukan fungsi tujuan adanya program tersebut

agar korban tidak kembali ke masa yang suram serta mampu hidup

mandiri, percaya diri untuk bersosialisasi di masyarakat. Selain itu,
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korban juga membutuhkan perlindungan agar hidupnya merasa lebih

aman dan nyaman dari tekanan pihak luar. Tujuannya, agar korban

berdaya memiliki semangat hidup untuk menjalani kehidupan dan

mengejar cita-cita setelah mendapatkan kekerasan dari ayahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang melakukan pemberdayaan bagi korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) yaitu dikarenakan korban harus bisa kembali

dengan keluarganya tanpa ada rasa trauma yang berat. Disamping itu,

korban hanya tinggal bersama ayahnya. Oleh karena itu, korban perlu

mendapatkan perlindungan, pengalaman, ilmu, dan keterampilan.

Harapannya korban lebih percaya diri, mandiri, dan mampu

menjalankan fungsi sosial di masyarakat terlebih untuk melanjutkan

pendidikannya. Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada berbagai cara yang bisa

dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam memberikan pelayanan pemulihan, diantaranya adalah:

1) membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia
membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;

2) berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang
terkait dengan permasalahannya;

3) meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan
tindakan kekerasan;
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4) menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang
diperlukan;

5) memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau
perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau

6) membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi
hukum.

Menurut Penulis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang sangat berperan dalam menangani

kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban di kota

Semarang. Pelayanan yang diberikan terhadap korban untuk mengatasi

permasalahan yang dihadapinya cukup efesien dan efektif karena pada

akhir penanganan yang diberikan, selain melakukan pemulihan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang juga

melakukan upaya untuk memandirikan korban secara ekonomi. Selain itu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

juga berperan aktif dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah

tangga melalui penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Bersama

dengan PPT Seruni, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang berperan dalam menanggulangi tindak kekerasan

dalam rumah tangga di kota Semarang, yaitu melalui pembuatan dan

pelaksanaan program upaya penanganan klien KDRT.

Penulis berpendapat bahwa kekerasan pada anak khususnya di

dalam lingkup rumah tangga bisa diprediktif semakin meningkat, hal ini

bisa terjadi apabila dianalogikan berdasarkan fenomena pada masa
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pandemi COVID-19 saat ini. Realitanya yang terjadi didalam masyarakat

yaitu dampak dari penyebaran virus corona menunjukan bahwa begitu

banyak perubahan yang terjadi pada tatanan kehidupan masyarakat, yang

pada akhirnya memaksa umat manusia untuk menyesuaikan atau berevolusi

agar bisa bertahan hidup dan terus berkembang dengan keadaan pandemi

COVID-19.63

Seperti pada contoh kasus Siro anak korban kekerasan dalam rumah

tangga yang ditangani Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2019, dalam kasus ini

DP3A Kota Semarang bekerja sama dengan lembaga yang berfokus pada

perlindungan dan pemberdayaan anak agar bisa membantu menuntaskan

kasus ini agar cepat bisa terselesaikan.64

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Satmoko ada

beberapa layanan yang diberikan kepada korban sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga yang Penulis rangkum sebagai berikut:

a. Layanan pengaduan merupakan layanan utama yang berfungsi

untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya kekerasan yang

diterima oleh korban. Pengaduan laporan bisa secara langsung

mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

64 Ibid.
63 Hasil wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, loc. cit, pada 14 Januari 2022, pukul 10.00 WIB
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Perlindungan Anak Kota Semarang atau melalui email dengan

terlebih dahulu mengisi form yang dapat diakses di

https://dp3a.semarangkota.go.id/pengaduan.65 Dalam kasus Siro

anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya sendiri, orang

yang pertama kali melaporkan adalah pengurus lapangan futsal

tersebut. Ia melaporkan kepada kepolisian dan juga melaporkan

pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang. Pada layanan pengaduan ini

mengacu terhadap Pasal 10 huruf (a) dan (c) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga.

b. Layanan kesehatan merupakan layanan yang diberikan untuk

pemulihan anak korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang

telah dialami. Layanan kesehatan ini menyesuaikan kondisi

korban apabila korban mengalami luka seperti memar karena

dipukul atau ditendang, maupun luka berat maka DP3A Kota

Semarang sudah bekerja sama dengan RSUD Ketileng dan RS

Telogorejo akan memberikan rujukan medis kepada korban

untuk kerumah sakit agar korban bisa cepat tertangani. Kasus

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Siro, DP3A

telah merujuk Siro ke RSUD Ketileng untuk dilakukan cek

65 Ibid.
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medis maupun psikologis serta korban bisa mendapatkan hasil

visum sebagai alat bukti bilamana kasus ini di ajukan ke

pengadilan. Segala pelayanan ini diberikan secara gratis untuk

korban kekerasan sebagai bentuk peran DP3A dalam

memberikan pemenuhan hak maupun perlindungan hukum

terhadap anak.66 Layanan Kesehatan ini mengacu terhadap Pasal

10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Layanan bantuan hukum merupakan layanan pemberian jasa

hukum yang diberikan oleh pendamping dan aparat penegak

hukum seperti pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa,

mewakili, mendampingi, membela dan juga melakukan tindakan

hukum lain untuk korban kekerasan. Dalam hal ini yang biasa

menangani yaitu PPT Seruni, namun pada kasus Siro tidak

sampai di angkat ke pengadilan dikarenakan korban tidak

meneruskan laporan ke kepolisian. Akan tetapi PPT Seruni tetap

memberikan perlindungan hukum agar korban bisa tenang

selama proses rehabilitasi.67 Layanan bantuan hukum ini

mengacu terhadap Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23

67 Ibid.
66 Ibid.
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Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban

kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 telah sesuai

dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

berbunyi:

(1) Saksi dan Korban berhak:
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga,

dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikannya;

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan;

c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;
k. mendapat tempat kediaman sementara;
l. mendapat tempat kediaman baru;
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan;
n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas

waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
p. mendapat pendampingan.
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa

bentuk pemenuhan hak yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap anak korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Bentuk pemenuhan hak yang diberikan bersifat

menyembuhkan (represif) yaitu dengan fokus pelayanan kepada korban.

Berikut bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan untuk memenuhi hak

anak korban kekerasan dalam rumah tangga:68

a. Pemulihan Psikologi Anak

Hal ini penting bagi perkembangan anak karena apabila

psikologi anak terganggu maka akan tumbuh kembang anak

tersebut juga akan terganggu. Tujuannya agar anak bisa memiliki

pola pikir yang baik untuk masa depannya. Dalam pelayanan

pemulihan psikologi anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang juga melibatkan beberapa

organisasi yang bergerak dibidang psikologi anak diantaranya

ada Fakultas Psikologi USM dan juga Fakultas Psikologi

UNIKA.

Kita lihat dulu kira kira anak ini mengalami kekerasan
seperti apa dan kita juga akan meneliti keadaan didalam
rumahnya seperti apa, apabila sudah di teliti maka anak
ini akan kami bawa ke tempat pendampingan anak

68 Ibid, 17 Januari 2022.
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supaya mengurangi rasa takut yang dihadapi oleh anak
itu sendiri.69

Berdasarkan kasus kekerasan yang menimpa Siro, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang bekerja sama dengan Fakultas Psikologi USM

memberikan pemulihan psikologis bagi Siro. Selama proses

pemulihan psikologis ini Siro tidak diperkenankan untuk

bertemu dengan saudara bahkan ayahnya sendiri karena ayah

Siro sedang dalam proses rehabilitasi dikarenakan kasus ini tidak

dilanjutkan ke ranah hukum.

Pemulihan psikologi anak korban kekerasan dalam rumah

tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006

tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan amanat dari

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

mengupayakan untuk memberikan bentuk pemulihan terhadap

korban kekerasan dalam rumah tangga agar pulih seperti sedia

kala setelah mengalami trauma psikis dan fisik dari suatu tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga.

69 Ibiid.
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Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan

penyelenggraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh

instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Termasuk juga

menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang sudah memberikan fasilitas yang layak bagi anak

korban kekerasan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga diantaranya dengan memberikan kegiatan

pemulihan korban meliputi:

1) Pelayanan Kesehatan

2) Pendampingan Korban

3) Konseling

4) Bimbingan Rohani

Menurut penulis dengan adanya layanan pemulihan

psikologis anak dan pemberian fasilitas penunjang pemenuhan

hak anak akan membuat hak-hak anak terpenuhi. Pada Pasal 64

huruf o juncto Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa

anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan

perlindungan khusus serta mendapatkan pelayanan kesehatan.

Untuk hak anak selanjutnya yaitu pendampingan korban juga

diatur didalam Pasal 59A juncto Pasal 59 ayat (1) menyatakan

bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan

perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan berupa

pemberian perlindungan dan pendampingan kepada korban

setiap proses peradilan. Dengan berbagai layanan yang diberikan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang sudah sangat memenuhi hak-hak anak terlebih

anak yang menjadi korban kekerasan.

b. Menciptakan Ruang Yang Aman Bagi Anak

Pelayanan selanjutnya yang diberikan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang adalah memberikan ruang yang aman bagi anak. Hal

ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi anak. Pada

kasus kekerasan yang dialami oleh anak dalam rumah tangga

biasanya pelaku nya adalah orang-orang terdekat, maka anak

harus diasingkan atau dibawa ke tempat yang aman untuk
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sementara waktu dan ini juga berkaitan dengan pemulihan

psikologi anak tersebut.70

Pada dasarnya kekerasan itu muncul karena emosional
yang tinggi, tidak ada kekerasan yang terjadi tanpa
adanya rasa emosional yang tinggi. Sehingga pada saat
terjadi kasus kekerasan pada anak tersebut maka anak
akan kami amankan sampai situasi mereda.71

Dalam memenuhi hak anak sebagai korban Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang memberikan ruang aman bagi korban itu sendiri.

Selama proses pemeriksaan sampai psikologis anak ini membaik,

Siro ditempatkan di Rumah Aman dalam hal ini DP3A Kota

Semarang bekerjasama dengan PPT Seruni sebagai lembaga

yang berfokus kepada pelayanan terhadap korban yang

memberikan Rumah Aman agar korban merasa lebih aman dan

keadaan psikologis anak menjadi lebih baik.72

c. Memberikan Pengasuhan Kepada Anak Korban KDRT

Memberikan pengasuhan kepada anak korban KDRT

dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mengenai hak anak itu

sendiri, apabila kasus sudah menemui titik terang maka anak bisa

dikembalikan kepada orang tuanya. Apabila anak tidak bisa

72 Ibid.
71 Ibid.
70 Ibid.
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dikembalikan kepada orangtuanya maka Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak lah yang akan mengasuh

anak tersebut. dalam hal pengasuhan kepada anak Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai

organisasi yang berfokus pada perlindungan anak yaitu PPT

SERUNI. Nantinya anak akan didampingi dan diberikan hak-hak

nya sebagaimana semestinya.73

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak Kota Semarang telah susai dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 59A, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau
rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan
penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai
pemulihan;

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari
Keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap
proses peradilan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak Pasal 69, yang berbunyi:

73 Ibid.
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Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i
dilakukan melalui upaya:

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak
Kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Selain peran pemerintah yang telah di jelaskan, peran orang tua

dalam hal ini juga sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi

Satkmoko Aji sebagai berikut:

Peran terpenting yang bisa mengurangi kekerasan dalam rumah
tangga ya keluarga itu sendiri. Bagaimana orangtua mendidik anak
agar anak bisa tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik,
lalu bagaimana kedua orangtua bisa menyelesaikan permasalahan
tanpa harus bertengkar hebat sehingga dapat memicu adanya
kekerasan didalam rumah tangga. Lingkungan tempat tinggal juga
menjadi faktor penentu, bilamana lingkungan nya tidak begitu baik
dalam arti disekitar lingkungan tersebut banyak terjadi kekerasan
maka secara tidak langsung akan berdampak pada keluarga
tersebut.74

Menurut teori peran yang disampaikan oleh Riyadi dapat diartikan

sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak

dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu

maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau

lingkungannya lalu juga peran merupakan seperangkat perilaku dengan

kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan

berbagai peran.75 Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang telah menjalankan peran sebagaimana

75 Windasai, Mohammad Mas’ud Said dan Hayat, loc. cit. hlm. 795.
74 Ibid.
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mestinya terlebih didalam masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu peran

yang dilakukan adalah memberikan pemenuhan hak anak korban KDRT

yang meliputi beberapa program diantaranya yakni:

1) Pengembangan Aplikasi Pemenuhan Hak Anak Tingkat Kota

2) Mengadakan Gerakan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan

Anak

3) Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melakukan

fungsi

Dari ketiga program diatas merupakan peran upaya yang diberikan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar hak-hak anak di

Kota Semarang terpenuhi saat pandemic COVID-19. Menurut Soerjono

Soekanto juga menyatakan bahwa peran juga terbagi menjadi dua yaitu

peranan imperatif dan peranan fakultatif.76 Menurut Penulis Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

termasuk dalam peranan imperatif karena merupakan organisasi

pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewajiban yang telah diatur

dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan

Pemerintah Kota Semarang dan Surat Keputusan Nomor 800/1363/2018

Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi

76 Soerjono Soekanto, op. cit.
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dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Untuk tugas pokok serta fungsi diatur didalam Pasal 4 Peraturan

Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Ketika seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya, maka orang

tersebut telah menjalankan suatu peranan hal ini dibuktikan dengan adanya

layanan sebagai pemenuhan hak anak yang diberikan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang kepada

anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga seperti:

1) Pemulihan Psikologi Anak

2) Menciptakan Ruang Aman Bagi Anak

3) Memberikan Pengasuhan Kepada Anak Korban KDRT
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2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Ditempuh Oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota

Semarang Dalam Menjalankan Perannya Dalam Memberikan

Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19

Adapun kesimpulan dari faktor penghambat yang dihadapi oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

dalam menjalankan perannya dalam memberikan pemenuhan hak terhadap

anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi

COVID-19 sebagai berikut:

a. Belum Sinkronnya Kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang

Pada pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

dari tindak kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang

belum maksimal dan merata keseluruh masyarakat.77 Pelaksanaan

kebijakan masih belum terlaksana dengan baik mengingat anggaran dan

fasilitas dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan

anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang belum cukup

memadai seperti anggaran penanganan korban yang masih kurang

77 Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota semarang, pada 28 Januari
2022, pukul 11.00 WIB
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karena kebutuhan korban berbeda-beda, dan fasilitas Pusat Pelayanan

Terpadu di Kecamatan yang belum memiliki ruangan untuk melayani

korban.78

Berdasarkan kasus Siro anak yang menjadi korban kekerasan

ayah kandungnya sendiri, ini bukan merupakan kasus pertama kali yang

ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang namun dalam kasus ini masih ada beberapa faktor yang

menghambat proses pemenuhan hak anak sebagai korban. Menurut

Bapak Budi Satmoko Aji kasus yang paling sulit ditangani adalah kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini dikarenakan

biasanya kasus yang terjadi di dalam rumah tangga pelakunya adalah

ayah, istri atau anggota keluarga yang lain.79

Menurut penulis faktor yang menjadi penghambat dalam proses

pemenuhan hak anak yaitu belum meratanya pembangunan tempat

pelayanan terpadu di beberapa kecamatan, hal ini terjadi karena

anggaran yang terbatas dari pemerintah daerah untuk diberikan kepada

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang, terlebih dalam masa pandemic covid-19. Menurut Bapak

Budi Satmoko Aji kebijakan untuk menganggarkan dana terhadap

korban serta fasilitas penunjang untuk korban terlebih anak korba

79 Ibid.
78 Ibid.
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kekerasan belum cukup memadai. Bila penunjang fasilitas serta dana

anggaran telah disusun secara terstruktur maka pelayanan terhadap

korban khususnya anak korban akan menjadi lebih terpadu.80

Penulis berpendapat bahwa solusi yang bisa diberikan kepada

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang yakni dengan mengadakan kembali kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi program dan kebijakan pencegahan kekerasan anak dalam

rumah tangga serta meninjau kembali rencana strategis yang telah dibuat

agar kedepannya fasilitas penunjang pemenuhan hak anak dapat

terealisasi dengan baik dan bisa menjamin pemenuhan hak anak sesuai

dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

b. Adanya Ketimpangan Jender di Keluarga

Faktor yang menjadi penghambat penanganan anak korban

KDRT dalam masa pandemi adalah ketimpangan jender. Ketimpangan

jender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang

80 Ibid.
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ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang

bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki.

Meskipun secara agregat ketidakadilan jender dalam berbagai kehidupan

ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan jender

itu berdampak pula terhadap laki-laki. Ketimpangan jender inilah yang

menyebabkan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi,

namun tidak ada yang berani melaporkan ke pihak berwajib karena

pihak yang lemah, dalam hal ini (biasanya) pihak istri akan diancam

oleh pelaku dan bisa jadi akan diceraikan.

Ya kita bisa lihat kalau kekerasan yang terjadi dalam rumah
tangga biasanya dilakukan oleh suami pasti tidak ada yang
berani melapor. Mengapa demikian karena suami merasa
paling kuat dan paling berkuasa dalam rumah tangga itu. Nah
ini akan menyulitkan kami untuk mendapatkan laporan
tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena korbannya
saja tidak berani melapor ke kami atau pihak berwajib
setempat. Inilah yang dinamakan ketimpangan jender yang
terjadi didalam rumah tangga.81

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Siro, ketimpangan

jender terjadi karena sebagai seorang anak Siro tidak akan berani

melaporkan ayahnya sendiri ke pihak berwajib. Selain itu, usia Siro

yang masih berusia 14 tahun menyebabkan dia belum paham untuk

melaporkan kepada pihak berwajib. Siro takut bila nanti ia

melaporkan ke saudara maka ia akan kehilangan sosok ayah. Maka

dari kasus Siro penulis memberikan solusi bagi Dinas Pemberdayaan

81 Ibid.
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk

membentuk layanan informasi dan pengaduan di tingkat rukun

tetangga dan desa/kelurahan. Supaya ketika terjadi kekerasan dalam

rumah tangga dan mengakibatkan korban anak-anak masyarakat

mengetahui kemana mereka harus melapor. Selain itu juga terus

mengadakan kegiatan rutin dalam hal pemberian sosialisasi ataupun

talkshow mengenai dampak buruk bagi anak-anak dari ketimpangan

jender yang terjadi didalam keluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 12

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat juga menjadi kendala dalam

menjamin pemenuhan hak anak. Hal ini disebabkan masih banyak

masyarakat yang belum mau menerima atau peduli dengan korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang berharap seharusnya masyarakat sebagai pranata sosial

bisa membantu mengawasi dan peduli dengan korban agar korban

tidak merasakan ketakutan kembali. Bagi seorang korban kekerasan

dalam rumah tangga, ia membutuhkan kepedulian dan kehangatan

dari orang lain agar emosinya lebih stabil. Korban akan merasa lebih

nyaman dan aman menceritakan segala permasalahannya pada
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keluarga tanpa harus mengalami kecemasan ganda akibat

permasalahan rumah tangganya dan tersebar aib rumah tangganya.82

Solusi yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menjalankan perannya

dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan

dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1) Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang mengembangkan konsep perlindungan perempuan

dan anak berbasis masyarakat atau yang disebut dengan Jaringan

Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Saat ini JPPA sudah

terbentuk di 46 kelurahan, yang berfungsi untuk melakukan

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar

penanganan kasus lebih cepat dilakukan. Pembentukan JPPA ini

juga di dukung oleh pihak-pihak lainnya seperti PPT Seruni dan

pihak lainnya yang turut andil dalam membentuk jaringan ini.83

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota

Semarang, Bapak Ulfi Imran Basuki yang pada hal ini diwakilkan

oleh Bapak Asmara Dian Kusuma yang menjabat sebagai Kepala

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mengatakan dengan

83 DP3A Kota Semarang, loc. cit.
82 Ibid.
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dibentuk JPPA di tingkat kelurahan diharapkan pencegahan

kekerasan bisa terus menerus dilakukan mulai dari tingkat bawah.

Karena pembentukannya melibatkan sejumlah unsur dari lembaga

di kelurahan seperti tim pengerak PKK, LPMK, Karangtaruna,

Forum Anak, Ketua RT/RW, Babinsa dan Babinkamtibmas. 84

"Pilar yang lain unsur masyarakat, yakni kita lagi
roadshow ke tingkat Kelurahan untuk pembentukan JJPA.
Karena opsesi kita di 177 Kelurahan harus ada JJPA,"
jelasnya.85

Beliau menjelaskan nantinya para petugas di masing

masing Kelurahan, akan berperan aktif dalam pencegahan

kekerasan perempuan dan anak. Termasuk melakukan sosialisasi

kepada masyarakat, untuk melapor jika menjadi korban tindak

kekerasan.

"Mereka nanti kita kasih pengertian, bahwa anak dan
perempuan tidak boleh dilakukan semena-mena karena
dilindungi oleh undang undang. Korban kekerasan
biasanya bingung mau melapor kemana, padahal DP3A
akan melakukan perlindungan hingga pendamping
sampai tingkat kepolisian sampai masalah tuntas,"
imbuhnya.86

86 Ibid.
85 Ibid.
84 Wawancara dengan Bapak Asmara Dian Kusuma, 28 Januari 2022
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Gambar 3. Kegiatan Pembentukan dan Sosialisasi JPPA di
Kelurahan Lempongsari

Sumber: DP3A Kota Semarang, 2021

Ketua PPT Seruni, Direktur Anantaka, Kepala DP3A

Kota Semarang, dan Kepala Bidang PPA Kota Semarang,

melakukan Sosialisasi di Kelurahan Lempongsari, Kecamatan

Semarang Barat. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari rabu

tanggal 2 Juni.  Tujuan dibentuknya JPPA adalah untuk

melakukan pencegahan kekerasan, pengurangan resiko untuk

perempuan dan anak rentan serta penanganan kasus awal, yang

diharapkan dapat melakukan pencegahan kekerasan yang terjadi

mulai dari bawah. Data kekerasan Kota Semarang tiap tahun

mencatat angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

menunjukkan angka tertinggi. Hal ini menunjukan perempuan
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dan anak masuk dalam golongan yang rentan akan tindak

kekerasan.87

Menurut Penulis solusi yang telah di tempuh oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota

Semarang dengan pembentukan jaringan perlindungan

perempuan dan anak sudah sangat baik karena dengan

pembentukan jaringan perlindungan ini membuat masyarakat

semakin menjadi lebih paham tentang pentingnya memberikan

perlindungan bagi anak serta dapat mencegah terjadinya

kekerasan kepada anak. Pembentukan Jaringan Perlindungan

Anak (JPPA) sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 22

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yang berbunyi:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

Pasal 22
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber
daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan
Anak.

87 DP3A Kota Semarang, loc. cit

79



2) Mengkoordinasikan Kembali Kebijakan Antara Unit

Perangkat Daerah Berkaitan Dengan Perlindungan Anak

Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan

Anak di Kota Semarang yang sudah tercantum dalam Peraturan

Walikota Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana

Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2016 –

2021. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota

Semarang yang tercantum dalam Peraturan Walikota Semarang

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Semarang tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2016 –

2021 dengan memiliki fokus pada pencegahan, rehabilitas,

pemberdayaaan dan layanan terpadu dalam penanganan korban

kekerasan. Dengan tujuan untuk menurunkan kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga beserta kasus Kekerasan lainnya yang

terjadi di Kota Semarang.88

88 Ibid.
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Gambar 4. Indikator Kebijakan Perlindungan Perempuan dan
Anak

Sumber: DP3A Kota Semarang

Indikator Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu:89

1) Pencegahan

Pencegahan merupakan suatu tindakan Pemerintah

Kota Semarang untuk meminimalisir jumlah kekerasan sering

terjadi di Kota Semarang dengan melakukan sosialisasi sistem

perlindungan perempuan dan anak, bimbingan teknik kepada

masyarakat serta menfasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu

Seruni, Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan serta Jaringan

Perlindungan Perempuan dan Anak.

2) Rehabilitas

Rehabilitas merupakan sebuah kegiatan layanan

kesehatan untuk korban yang terpadu dengan pendekatan

medik, psikososial, edukasional-vokasional dengan tujuan

89 Wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, 28 Januari 2022.
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untuk memperoleh kemampuan fungsional dengan maksimal

dan mencegah terjadinya serangan berulang kepada korban.

Rehabilitas ini merupakan pelayanan pendekatan multidisiplin

yang terdiri dari dokter ahli rehabilitasi medik, perawat,

psikolog, terapi okupasional dan keluarga yang turut berperan.

Layanan Rehabilitas merupakan layanan pemulihan

bagi saksi atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan

pengembalian keberfungsian visual korban agar dapat pulih

dan bebas bersosial dengan keluarga dan masyarakat. Dalam

layanan ini, dilibatkan dinas-dinas terkait PPT Seruni. PPT

Seruni juga melakukan konseling rohani dan memiliki rumah

aman/ shelter untuk korban yang terancam jiwanya. Rumah

Aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan

untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai

dengan standar operasional yang ditentukan.

3) Pemberdayaan dan Layanan terpadu

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dapat

membuat berdaya atau mempunyai daya atau kekuatan.

Pemberdayaan perempuan dan anak dapat diartikan sebagai

upaya untuk memperoleh kemampuan dalam mengakses dan

mengontrol dengan sumberdaya, ekonomi politik, sosial dan
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budaya. Perempuan dan Anak korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga.

Dari beberapa kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang yang telah penulis paparkan

sebelumnya diantaranya yaitu belum sinkronnya kebijakan perangkat

daerah, adanya ketimpangan jender didalam keluarga dan juga lingkungan

masyarakat penulis telah memberikan solusi terhadap Dinas terkait dalam

hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kota Semarang seperti pembentukan jaringan perlindungan perempuan dan

anak, lalu mengkoordinasikan kembali kebijakan antara unit perangkat

daerah berkaitan dengan perlindungan anak.

Menurut penulis, bahwa kendala-kendala yang dialami oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

dalam proses pelaksanaan program kegiatan pemberian pemenuhan hak

anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemic

COVID-19 tergolong dalam kendala internal. Dari kasus Siro yang telah

ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang sudah sangat baik dan telah sesuai dengan prosedur

penanganan korban kekerasan. Sehingga Siro telah mendapat penanganan

yang tepat dan hak-hak Siro juga telah terpenuhi

Adapun solusi yang dapat menjadi jawaban yaitu dengan

memanfaatkan media sosial (berupa Youtube, Instagram, Twitter, serta

83



aplikasi dalam jaringan yang lainnya) sebagai media untuk

mensosialisasikan norma-norma hukum terlebih untuk mensosialisasikan

hak-hak anak korban kekerasan yang harus terpenuhi sebagai pencegahan

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari kasus Siro yang telah

ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang sudah sangat baik dan telah sesuai dengan prosedur

penanganan korban kekerasan.

Menurut penulis program yang sudah ada perlu dimaksimalkan

kembali, program ini nantinya akan membantu masyarakat agar lebih

mudah untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk memenuhi hak

anak, lalu dengan adanya gerakan stop kekerasan terhadap perempuan dan

anak serta melakukan resosialisasi kepada korban agar dapat kembali

melakukan fungsi jika terus ditingkatkan maka akan menjadi solusi bagi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

dalam mengurangi hambatan yang ada.
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